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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa dalam rangka melaksanakan Perlindungan
Masyarakat di Kabupaten Bone secara berdaya guna dan
berhasil guna perlu mengatur ketentuan mengenai
penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan




Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

S. Permendagri 44 Tahun 2011 Tentang Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka
Menegakkan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan
Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2016
tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi
Selatan B.HK.HAM.6.112.16 Tahun 2016);

9. Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Bone

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
Bupati adalah Bupati Bone

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bone.

Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bone

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaran
Pemerintahan diwilayah kerja kecamatan  yang
pelaksanaan tugas dan memperoleh  pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan.

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah dalam Wilayah Kecamatan.

Lurah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggara
Pemerintah di wilayah kerja Kelurahan.

Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas
adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat

disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan-




13.

14.

(4)

untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban
masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten
dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan
dibekali  pengetahuan  serta  keterampilan untuk
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban,
kegiatan sosial kemasyarakatan.

Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik
Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara
sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan

Masyarakat.

BAB 11
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2
Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman Masyarakat
dan Ketertiban Umum di Kabupaten.
Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu
penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum di Desa/Kelurahan.
Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
meliputi kegiatan:
a. deteksi dan cegah dini;

b. pembinaan dan penyuluhan;




c. patroli;

d. pengamanan;

e. pengawalan;

f. penertiban; dan

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi
Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum di Kecamatan.

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja
sama antar Satpol PP Kabupaten.

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Satpol PP Kabupaten.

Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh
seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh
Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban

Umum pada kecamatan.

Pasal 3
Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan
Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

Pasal 4
Setiap Anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam
melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman

Masyarakat dan Ketertiban Umum  sebagaimana-




(1)

(1)
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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilengkapi
dengan:
a. surat perintah; dan

b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 5
Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan
Ketenteraman  Masyarakat dan  Ketertiban Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satpol PP
dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara,
Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis
terkait.
Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan
Ketenteraman  Masyarakat dan Ketertiban Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala
Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan
personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia
dan/atau lembaga teknis terkait.
Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas

dan risiko tinggi.

Pasal 6
Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman
Masyarakat dan Ketertiban Umum di kabupaten meliputi
tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan
dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman
Masyarakat dan Ketertiban Umum di Desa tercantum
dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan
dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman

Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan-




(1)

(1)

tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7
Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan
Linmas.
Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan

oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh
Kepala Desa.

Pasal 8

Penyelenggaraan Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal
7 ayat (2), Bupati membentuk Satlinmas Kabupaten dan
Kecamatan.

Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat antara lain tugas Satlinmas yaitu

pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 9
Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2) terdiri atas:
a. Kepala Satlinmas; dan
b. Anggota Satlinmas;
Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang
membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh
Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum.
Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah

untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di-




(1)

(2)

Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih

secara selektif.

Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

paling sedikit 10 (sepuluh) orang

Tugas Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

antara lain;

a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;

b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban
umum masyarakat;

c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan
bencana serta kebakaran; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satlinmas.

Satlinmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan

dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 10
Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan
oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk

Satlinmas.
BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORAGANISASI DAN

PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan
Pasal 11
Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di

Desa/Kelurahan.

Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud-




(1)

pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan
bupati.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 12
Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
a. kepala Satlinmas;
b. kepala pelaksana,;
c. komandan regu; dan
d. anggota.
Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi
ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan
lainnya.
Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat
persetujuan Kepala Satlinmas.
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak
sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk

masing-masing regu.

Pasal 13
Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga
masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




(2)
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Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2), meliputi:

a. warga negara Indonesia;

b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun
dan/atau sudah menikah;

f. jenjang pendidikan paling rendah Ilulusan sekolah
dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan
sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang
sederajat ke atas;

g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota
Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam
kegiatan Linmas; dan

h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 15

Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diangkat menjadi
Satlinmas.

Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat
atas nama bupati.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada bupati

melalui camat.

Pasal 16
Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati.
Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan keputusan bupati.




(3)

(1)
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Bupati kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau
perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan
masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas
secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17
Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi wilayah.

Pasal 18
Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
b. regu pengamanan;
c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan
kebakaran;
d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau

e. regu dapur umum.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 19

Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir
sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau
diberhentikan.

Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun
dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam

puluh lima) tahun.




(4)

(2)

(3)
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Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

K

karena:

a. meninggal dunia;

b.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.  pindah tempat tinggal;

d.  tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani
dan rohani;

e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan
tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi
dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan

g. menjadi pengurus partai politik.

Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala

Desa/Lurah.

Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan

keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan

keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada

Bupati.
Bagian Keempat
Pemberdayaan
Pasal 20
Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk

meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam
pelaksanaan tugas.
Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:

a. lomba sistem keamanan lingkungan;

b. jambore Satlinmas; dan

C. pos komando Satlinmas.

Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan Bupati
kota.




(1)
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BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 21

Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:

a. membantu menyelenggarakan ketenteraman,
ketertiban umum dan Linmas dalam skala
kewenangan Desa/Kelurahan;

b. membantu penanganan ketenteraman, Kketertiban
umum dan keamanan dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan
bencana serta kebakaran;

d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban
umum masyarakat;

e. membantu  pelaksanaan pembinaan dan

bimbingan kemasyarakatan,;

f.  membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
g. membantu upaya pertahanan negara;
h. membantu pengamanan objek vital; dan

[oey
.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Satlinmas.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:

a. membantu penanganan ketenteraman, Kketertiban
umum dan keamanan dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa; dan

b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan

Desa dan peraturan Kepala Desa.
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Bagian Kedua
Hak

Pasal 22

Satlinmas berhak:

a.

mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan
kapasitas Linmas;

mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas
operasional;

mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah
mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh)
tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari
gubernur; dan

mendapatkan biaya operasional dalam menunjang

pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 23

Kewajiban Satlinmas:

a.

melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan
menjunjung tinggi norma hukum, norma agama,
norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan
berkembang di masyarakat;

melaksanakan janji Satlinmas; dan

melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila
ditemukan atau patut diduga adanya gangguan
keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

serta Linmas.




(1)
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BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 24

Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis

operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis
operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat
Desa/Kelurahan;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di
bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;

c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang
Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat
Desa/Kelurahan.

Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 25

Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan
Penyelenggaraan Linmas kepada camat.

Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas
kepada Bupati melalui kepala Satpol PP kabupaten dan
Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan
desa.

Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas

kepada gubernur.




(4)
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Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas
kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan
kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam)

bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26
Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat
dan Ketertiban Umum serta Linmas di Kabupaten, dan
Desa/Kelurahan, bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

dan

b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum
Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui
keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini

diundangkan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

- Ditetapkan di Watampone

_ SUDAH DITELITI OLEH pada tanggal, 87 Agustus 2021
TIM HARMONISAS! DAN SINKRONISASI

PERUNDANG-UNDANGAN @BUPATI BONE [1,
1. 0= H.MUH.YAMIN AT, M.Si

2. H. NAIAMUDDIN, S.Sos,MM N

| 3. ANWAR, SH.,M.S1. MH.
4. A. ERNI, SH.,M_Si i

5. RAMLI, SH A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, &7 AC)D&\UK‘ 2021
SEKRETARIS DAERAH

b

A.l UDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 37
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak
dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan
melakukan pembelaan Negara.

Kami Anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah Warga Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala
bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan,
ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.

Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu
mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan

golongan dengan teguh, disiplin, patuh, dan taat kepada hukum yang
berlaku.




Iselstutupy o ___.

ISBUIPIOOY] 4= — — —
ISNIISU]  ¢——

NVONVIALTA
SVIANITLVS .
I
I
i
Y
ONVAdId ONVdIA SIaNdd HNvdld SVIAINI'T ONVAId ONvAld DNVAIY
A r F 3 Y A F'y
|||||||||||||||||| SLIBJoI3S SLIBIODAS Oy
BSOJUBPIBNBIBASE] [~ -~ m e m e e e mm e e e mmm e e — = - > eleid
ugeAeploquiad o e e e o o o o o e e e e ———— Suowed 181104
seul(] eredoy] uenjeg eedoyy
___ﬁ F 3
ILvdndg

NALVdNGVI SVANITLVS ISVSINVO YO d1LANILS 1

IVIVIVASVIN NVONNANITIAd NVALVS ISVSINVDAO dNLANALS

LYYIVIVASVIN NVONNANITIAd NVVIVOONHTIANH]
DNV.LNH.L

1202 NNHV.L 9 dOWON
dNOd 1LvVdNd NVINLVIdd

[T NVIIdINVT




ISRISTUIPY GIINVIL |7 NVHVINI¥ANAD
. s SVIANITLVS D — ISV ISV
ueeUESYR[od ISBUIPIOOY = — — ~ ISVA
seSNn [, ISBUIPIOOY] < / 1 1 ,
NVONVIHLIN
’
/
’
J STIV LAANAS
\\
, LYWNVDO  |*
’
¥
SHAONAd |- = —» SYIANIT SVINNI'I
DNvdIg DNVdAld ONvAld [¢=-- SYOLVS ONvaAld DNvdAIg DNvVdId
;T S 3 3
................. SUIBISIY9S SLIBJOINOS cETmEmmm T
BS9(J UB(] JByRIBASBIN eleid
ugeAeproqueg | T T T T T T T TTTTTT oSS oo TS TE s s s ST T =>| 3uoweq Isijod
seui(] eredoy e e e e e e e e s === uenjeg eredoy|
ﬁ 7Y
ILvdnd

NVIVAVOEN LVAVIAVASYIN NVONNANITIAd NVLLVS ISVNIQIOOA dNLANILS ¢




ISBISTUIIPY
..Hw.NQMU.HOOM A ......................

NVIVIVEH] sAnasup e
NVA VNVONEL NVONVIALAM
NVEAO3 INIQ NVNDDNVO
vavd NVVAVdSY M NVNVONVNAL
VINV.LIEd Nvd ISVNSVAR NVA NVNVINVDONE
NVONOTOLIAJ INNNN INdVA NVVOVISdVISHM NVILVINVIIANAd
4 FYy ﬁ A H
VIVdAd VIvdad VIV VIV VIVATY
q q A yy e
VNVSVT1dd VIVdEA OIDIH40 Xd
ANV ANV NNV
Y : NYVITLHVIASTY | -orermeernes > NVHVINIEINGd | eveennenenn. > NYNNONVINAd
ﬁ ISV rrrvesarasesions ISV rrreirisiennanievenans ISVY
F'y E N
vsaa
mH%hgmw ..............................................................................................................
vSad VIVIT

VSAQ LVIVIVASVIA NVONNANITId NVALVS ISVSINVOYO dNLANALS €




UBRUBSYB[OJ ISLUIPIOOY <

segnj I1seuipiooy ————

NVONVIF1LEA

IDNVIVLAVd "IN dVSHVA 'V

‘ANOg ILVdnd

ISVA

SVIANITLVS |”

VSAA SYNNITLYS
. VNVSAVTdd VIVAT 0101440 X4
m NVHV LNTINAD
" ISV ISV
" qNV UNV qNv
m t : ¥
m vsaa | ]
v v STV LIS
- - - ] NVHVINMANAd
GLNVALISVN [ SV ISV VSAd VIVdTI
4 A 4 !
LVINVD Mmoo e e e e o e oo e :

VSAd SYIANI'TLVS ISVSINVOYO ISVNIAJOON dNLANALS v




